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ABSTRAK
NUR FAJRIANI NUR, B11110181, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin :  Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin 
Traktor Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Tahun 2009-2012), 
Dibimbing Oleh Aswanto dan Dara Indrawati.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya 
kejahatan pencurian mesin traktor serta mengetahui upaya – upaya yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum dalam menaggulangi kejahatan pencurian mesin traktor.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengambil 
lokasi di kantor kepolisian Resort Sidenreng Rappang, sumber data yang penulis 
gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data atau 
penelitian melalui penelitian di lapangan seperti pelaku kejahatan pencurian mesin 
traktor di kabupaten sidenreng rappang dan sumber data sekunder yakni penelitian 
perpustakaan,investarisasi buku-buku, karya ilmiah, dan juga internet yang ada 
hubungannya dengan masalah pencurian serta data yang diperoleh dari lembaga 
tempat penelitian penulis yang telah tersedia.
Dan hasil penelitian penulis ini antara lain : 1. Dalam penulisan yang dilakukan oleh 
penulis dapat diketahui, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian 
mesin traktor di dasarkan atas faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. 2. Upaya 
yang dilakukan dalam menanggulangi masalah pencurian mesin traktor tersebut 
adalah upaya preventif dan upaya represif.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan 
manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habisnya. Pencurian 
sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa maupun  di kota.
Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang 
merupakan milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih 
jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. 
Pasal 362 KUHP yang berbunyi : 
“ Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki 
barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 900,- “. 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur 
Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif 
2yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau 
seluruhnya kepunyaan orang lain.
Pencurian merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami 
dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat 
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang 
berbeda satu dengan yang lain. Selain merupakan suatu hal yang sama 
sekali tidak menyenangkan bagi pihak yang tertimpa musibah kejahatan 
tersebut, di satu sisi kejahatan juga sulit dihilangkan dari muka bumi ini.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban 
manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin 
bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan 
mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan.  Manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering 
menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang 
berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan 
masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan 
teknologi yang semakin canggih. 
      Manusia dalam kedudukannya sebagai mahluk sosial akan senantiasa 
berusaha untuk mengurangi  tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai 
kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu usaha 
pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang 
telah digariskan dalam Undang-undang Dasar (selanjutnya disingkat dengan 
3UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terhapus dari berbagai hambatan 
dan ancaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 A amandemen 
ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup 
dan kehidupannya.” 
Selanjutnya  dalam ketentuan Pasal 28 c ayat (2) amandemen ke-4 Undang-
Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 
masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.” 
Dengan demikian Negara Republik Indonesia mengakui bahwa hak 
seseorang untuk hidup layak dalam hal ekonomi, berhak untuk mendapat 
penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan 
penjaminan hak-hak asasi manusia merupakan tujuan negara yang 
fundamental.
4      Salah satu delik  yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah delik pencurian 
barang-barang berharga. Dalam KUHP delik pencurian diatur dalam Buku 
Ke-2, Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sedangkan 
bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. 
Pencurian barang  merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta 
benda yang banyak menimbulkan kerugian dan meresahkan masyarakat.
           Delik pencurian klasifikasikan atas delik pencurian biasa hingga 
pencurian yang diawali dengan kekerasan. Delik pencurian ini menjadi 
sorotan semua pihak.
       Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi 
ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, 
kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat 
orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan 
berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern 
dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal 
seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan 
hukum.
     Dalam berbagai mediapun banyak diberitakan mengenai delik  pencurian 
barang, apakah itu barang mewah dan berharga maupun barang lainnya 
yang memiliki nilai dari segi ekonomi. Demikian  pula  halnya  di kabupaten 
Sidenreng Rappang yang dikenal sebagai daerah lumbung padi di Sulawesi 
5Selatan, di mana Sidenreng Rappang merupakan daerah agraris yang 
berpotensi sebagai daerah pertanian dan memilik banyak lahan persawahan 
yang pengelolaannya menggunakan berbagai macam alat-alat pertanian 
mulai dari alat yang masih tradisionil sampai pada alat modern seperti mesin 
traktor.
     Dengan makin meningkatnya tuntutan dan biaya hidup saat ini, maka 
kebutuhan ekonomi (biaya hidup sehari-hari) juga semakin meningkat, 
sedangkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat seolah tidak seimbang 
dengan tuntutan biaya hidup tinggi. Hal inilah yang kadang-kadang 
mendorong seseoarang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuahn 
hidupnya yang makin meningkat.
     Meningkatnya tingkat kebutuhan hidup yang tidak dibarengi dengan 
lapangan kerja yang memadai juga menyebaabkan meningkatnya pula delik  
pencurian barang berharga, demi memenuhi kebutuhan hidup seseorang.
B. Rumusan Masalah
     Dari uraian latar belakang tersebut di atas dan untuk menghindari kajian 
yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis 
memilih rumusan masalah sebagai berikut:
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang?
62. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 
menanggulangi kejahatan pencurian mesin traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang?
C. Tujuan Penelitian
     Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan 
dicapai dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor  penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
mesin traktor  di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian mesin traktor  di 
Kabupaten Sidenreng Rappang.
D. Manfaat Penelitian
a. Skripsi yang berupa proposal penelitian  ini diharapkan akan 
bermanfaat bagi kalangan akademisi pada umumnya dan kepada 
masyarakat pada khususnya, menambah dan memperkaya 
literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, khususnya mengenai 
pencurian barang. 
b. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat 
penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan 
menanggulangi terjadinya kejahatan terhadap harta kekayaan, 





Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan. Nama kriminologis yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-
1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata 
“crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti 
ilmu pengetahuan, sehingga kriminologis dapat berarti ilmu tentang 
kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9).
Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai 
kriminologis ini. Diantaranya adalah: Bonger (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2010 : 10), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gajalah kejahatan seluas-
luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologis menjadi 
kriminologis murni yang mencakup: 
1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian 
dari ilmu alam.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa 
jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
93. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek 
kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditunjukkan pada 
aspek kepribadiannya.
4. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan tantang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit 
syarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan 
kembangnya penghukuman, anti penghukuman, dan manfaat 
penghukuman.
Disamping disamping itu terdapat kriminologi terapan berupa : 
a. Hygiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan.
b. Politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu 
kejahatan telah terjadi.
c. Kriminalistik (policie scientific), ilmu tentang penyeleksanaan 
penyelidikan teknik kejahatan dan pengussutan kejahatan. Bonger, 
dalam analisanya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan 
pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara 
kejahatan dan kemiskinan.
Menurut Sutherland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu : 
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1. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab dari 
kejahatan.
2. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang 
memengaruhi perkembangan hukum pidana.
4. Menurut H. Bianchi bahwa kriminologi sebagai “metascience” dari 
pada Hukum pidana, yakni ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih 
luas di mana pengeriannya dapat dipergunakan untuk memperjelas 
konsepsi-konsepsi dan masalah-masalah yang terdapat dalam Hukum 
pidana.
Kriminologi itu sendiri secara umum dimiliki tujuan untuk mempelajari 
kejahatan dalam berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh 
pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. 
Sedangkan tinjauan kriminologis adalah meninjau dari segi sebab-sebab 
terjadinya kejahatan dan upaya penanggulanan kejahatan.
Secara umum objek kajian kriminologi itu ialah :
1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut dengan kejahatan. Kriteria 
suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari 
peraturan perundangan-undangan pidana, yaitu noema-norma yang 
didalamnya memuat perbuatan pidana.
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2. Penjahat, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap 
pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi 
positive dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan 
kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positive 
menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berada dengan 
bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, 
psikologis maupun sosio-kultural.
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Studi 
mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala yang tibul di masyarakat yang 
dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, 
akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.
Landasan Teori-teori Kriminologi
Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab 
kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain :
1. Teori Asosiasi Deferensi 
Pola prilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang 
akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalu intraksi dan 
komunikasi, dan yang dapat di pelajari dalam kelompok adalah teknik untuk 
melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
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2. Teori Anomi
Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma 
(deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau 
normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anome 
telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu 
masyarakat, yang mengalami kekacuan karena tidak adanya peraturan 
aturan-aturan yang diakui bersma yang askplisit ataupun implisit mengenai 
perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang 
berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan 
bukan kerja sama.
3. Teori Subkultur
Ada dua teori subkultur, yaitu : 
a. Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukaan oleh A.K. 
ohlin yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen 
lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bahwa dan mereka lebih 
banyak membentuk gang. Tingkah laku dang subkultur bersifat tidak 
berbedah, dengki dan jahat. Terhadap alasan yang rasional bagi 
delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status 
kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan 
pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai 
kelas menengah 
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b. Teori differential opportunity, yaitu yang dikemukakan oleh R.A 
Cloward pada tahun 1959. Menurut cloward tidak hanya terdapat cara-
cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula 
kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur 
delinkuen, yaitu a. criminal sub culture, b. conflict sub culture, c. 
retreatis sub culture. Ketiga bentuk subkulture dilinkuen tersebut tidak 
hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara 
anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang 
berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam 
teorinya Cloward dan Ohlim menyatakan bahwa timbulnya kenakalan 
remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan bagi anggotanya, 
misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga 
mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya mencapai 
aspirasinya.
4. Teori konflik
Teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam perbuatan 
undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat 
terbesarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena 
masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, 
agama, kelas social). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki 
perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan 
bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang 
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lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjukan 
perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nila-nilai dan 
kepentingannya sebagai kejahatan. Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin T 
turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu 
masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus. 
5. Teori Kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab 
mengapa orang melakukan kejahatan. Teori control tidak lagi 
mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi 
mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau 
mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha 
menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box (Hendrojono, 
2005: 99) dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang 
setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh 
kerena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah 
ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-
aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan 
sosial yang telah dibentuk.
6. Teori Label
Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker 
dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab 
pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif 
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yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan 
lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah 
menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian 
label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.
B. Pengertian Kejahatan
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. 
Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. 
Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki 
pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang 
memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh 
seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan 
pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu 
merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih 
menimbulkan perbedaan pendapat. Tentang definisi dari kejahatan itu 
sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. 
Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis.Ditinjau dari segi juridis, 
pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang 
bertentangan dengan undangundang.
Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan 
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si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelen
memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang 
menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga 
dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan 
masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
Adapun pengertian lain yakni Pertama, dari sudut pandang 
hukum (a crime from the legal point ofview). Batasan kejahatan dari 
sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum 
pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan ini tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana, perbuatan ini tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland (A.S alam dan Amir 
Ilyas, 2010:16) berpendapat bahwa Criminal behavior in violation of 
the criminal law. No matter what the degree of immorality, 
reprehensibility or indecency of an act is not crime inless it is 
prohibitied by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah 
perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi 
hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat 
jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan 
lain-lainnya. Keuda, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
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sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih 
hidup dalam di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslimin 
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan 
dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun 
dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.
Bammemlen (J.E. Sahetapy, 1992:14) memberikan definisi 
kejahatan adalah perbuatan yang merugikan sekaligus asusila, 
perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu 
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan 
sengaja nestapa terhadap terhadap perbuatan itu. 
Dalam hal ini akan dekemukakan pengertian kejahatan menurut 
pendapat para ahli, antara lain :
1. Menurut Soesilo (Husein, 2003) ada dua pengertian kejahatan, yaitu 
pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara 
sosiologis.
Ditinjau dari segi juridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah 
laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dan ditinjau dari segi 
sosiologis, kejahtan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
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merugikan si korban, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 
hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.
2. Menurut Bemmelen (Husein, 2003) kejahatan merupakan suatu 
tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan 
dalam masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukum kepada 
penjahat.
3. Menurut Elliot (Husein, 2003) kejahatan adalah suatu problem dalam 
masyarakt modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar 
hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati,  hukuman 
denda dan seterusnya.
4. Menurut Bonger (Husein, 2003) kejahatan dalah perbuatan yang 
sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari 
negara berupa pemberian penderitaan.
5. Menurut Moeliono (Husein, 2003) kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 
masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan 
sehingga tidak boleh dibiarkan (Negara bertindak).
6. Menurut Sahetapy dan Reksodiputro (Husein, 2003) kejahatan 
menganduang konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relative, mengandung variabilitasdan dinamika serta 
bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 
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pasif), yang dinilai sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat 
sebagai suatu perbuatananti sosial, suatu perkosaan terhadap skala 
nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat 
sesui dengan ruang dan waktu.
C. Kejahatan Pencurian
1. Pengertian Kejahatan Pencurian
Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang 
orang lain. Pada pasal 362 KUHP dikatakan bahwa : 
“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagaian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 
barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukum 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
900,-“
Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan 
unsur-unsur : unsur mengambil mengalami bebagai penafsiran sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan 
memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti 
membawa membawa barang dari bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan 
mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah 
kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar 
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kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu 
disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.
Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang 
yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. 
Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat 
dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap 
bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus 
ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan 
ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian 
aliran listrik, diman aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat 
menjadi objek pencurian.
Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang 
tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari 
barang sajadapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan 
pelaku sendiri. Barang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek 
pencurian.
Istilah ini terwujud dalam kehendak,keinginan atau tujuan dari pelaku 
untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki 
barang itu tidak perlu terlaksana,cukup apa bila maksud itu ada. Maksud 
memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan 
yaitu menjual atau memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, 
menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas 
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barang yang di lakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan 
pemilik. 
Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau 
kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa barang yang 
diambilnya adalah milik orang lain.
Kepada seseorang yang telah memenuhi rumusan tersebut di atas dapat di 
jatuhkan pidana, peristiwa pidana mempunyai dua segi yaitu:
a. Segi obyektif yang menyangkut kelakuan yang bertentangan 
dengan hukum.
b. Segi subyektif yang menyangkut pembuat/pelaku yang dapat 
dipertanggunjawabkan atas kelakuan yang bertengtangan dengan 
hukum.
Pencurian di pandang dari segi kriminologi maksudnya mencakup hal-hal 
sebagai berikut:
a. Apa yang di maksud dengan pencurian itu?
b. Apa sebab-sebab di lakukan pencurian itu?
c. Bagaimana di lakukan pencurian itu?
d. Apa akibat pencurian itu?
e. Bagaimana tipe-tipe dari pencurian itu?
f. Bagau mana cara mengatasi pencurian itu?




“Pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi 
atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan 
pencurian. dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang 
mengambil milik orang lain  secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam 
dengan jalan yang tidak sah.”
Pengertian pencurian dalam rumusan pasal 362 KUHPidanas 
(solahuddin, 2008:86) adalah sebagai berikut :
“barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun atau pidana denda paling banya sembilang ratus rupiah.”
2. Jenis-Jenis Pencurian
Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam pasal 
362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian 
yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:
1. Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa
2. Pasal 363 KHUPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan 
pemberatan.
3. Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.
4. Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan.
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5. Pasal 367 KUHPidana adlah delik  pencurian dalam kalangan 
keluarga.
Pasal 236 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sebab 
semua unsur dari delik pencurian tersebut di atas dirumuskan secara 
tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHPidana lainnya tidak 
disebutkan lagi unsur tindak pidana atau delik pencurian akan tetapi 
cukup disebutkan lagi nama kejahatan pencurian tersebut disertai dengan 
unsur pemberatan dan keringanan.
Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di 
dalam semua KUHPidana di dunia, disebut delik netral karena terjadi
dan diatur oleh semua negara termasuk Indonesia. Jenis tindak pidana 
pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi disetiap daerah 
di Indonesia, oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak 
pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap 
harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke 
sidang pengadilan.
Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam 
pasal 362 KUHPidana (Soesilo, 1995:249) adalah sebagai berikut :
1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
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3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki
5. Secara melawan hukum
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan
Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan atas 3 (tiga) bagian (Romli 
Atmasasmita, 1992 : 71) : titik pandang secara makro (macrotheories). 
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari segi 
struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan pada 
pelaku kejahatan. Misalnya teori anomi dan teori konflik.
Titik pandang secara mikro (macrotheories) titik pandang 
secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok 
dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam 
masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan yang 
terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan 
suatu kejahatan.
a. Briging theories, teori ini menjelaskan struktur sosial dan 
juga menjelaskan bagaimana seseorang atau 
sekelompok individu menjadi penjahat.
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Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan 
dipandang dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 
(tiga) bagian : (A.S alam, 2010 : 47-61).
b. Teori Anomie (Ketiadaan Norma), adapun tokoh-tokoh 
yang berpengaruh besal pada perkembangan teori ini 
yaitu : 
1. Emile Durkheim, merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengadilan sosial, sehingga menyebabkan 
individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, 
bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. 
Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi 
oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian 
sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari 
individu dalam pergaulan didalam masyarakat. Durkheim memandang bahwa 
suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat 
modern, maka kedekatan (intimacy) yang diperlukan untuk melanjutkan 
seperangkat norma-norma umum (acommon set of rules) jaga akan merosot. 
Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan individu 
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akan bertentangan dengan harapan dalam tindakan individu lainnya. Hal ini 
jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin system yang dibangun 
dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada 
kondisi anomi.
2. Robert Merton, berbeda dengan teori Emile Durkheim 
sebelumnya, Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul 
oleh karena adanya perbedaan struktul dalam masyarakat 
(social structure). Pada dasarnya semua individu memiliki 
kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun 
pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka 
memungkinkan individu untik melakukan suatu kejahatan. 
Keinginan yang cukup besar untuk meningkatkan secara sosial 
(social mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur 
sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.
c. Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance 
Theories), muncul sekitar tahun 1925-1940 teori ini 
memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena 
perbedaan kekuatan sosial (social forces) dimasyarakat. 
Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai 
nilai-nilai khas pada kelas bahwa (lower class). 
Penyesuaiaan diri terhadap system nilai kelas bahwa 
yang menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh 
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(slum area) akan membuat benturan dengan hukum-
hukum masyarakat.
Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor (B.Bosu : 1982), 
yaitu : 
1) Faktor pembawaan
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat 
alamiah, maupun karena kegunaan atau hobby. Kejahatan karena 
pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : 
keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah 
penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah 
jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Pertumbuhan fisik dan mingkatkan isia ikut pula menentukan 32 tingkat 
kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak 
masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan 
kejahatan perkelahian atau permusuhn kecil-kecilan akibat perbuatan 
permainan seperti kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang 
lebih umur 17 sampai 21 tuhun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah 
perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umuir 21 
sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 dimana manusia telah 
memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering melakukan 
kejahatan penggelapan, penyalagunaan kekuasaan, dan seterusnya.
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2) Faktor lingkungan 
Socrates (B. Bosu, 1982:24) “mengatakan bahwa manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya.” Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang didasarkan di 
rumah maupun di sekolah memegang peranan penting untuk menentukan 
kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan apabila guru 
kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berdiri oleh karena itu 
menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan kewajiban bagi 
setiap orang, masyarakat maupun negara.
E. Upaya Penanggulangan kejahatan
Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya 
dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban 
dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut.
Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut.
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan 
kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu 
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kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk 
kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan 
masyarakat. (Barda Nawawi Arief (2007:77)
Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 
menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum 
pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan 
dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa 
”social welfare” dan “social defence”. (Barda Nawawi Arief (2007:77)
Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa “upaya dalam 
menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah 
terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah 
pencegahan (preventif).” 
Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, (2001:16-17) itu 
meliputi :
a)       Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi 
pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
b)       Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
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c)       Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum rakyat.
d)      Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 
untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
e)       Meningkatan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksana penegak hukum.
Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan 
mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan 
bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. 
Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat 
dicapai dengan memulai keikutsertaan masyarakat secara meluas 
meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.
Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat 
ditempuh untuk menyelesaikannya yaitu:
1) Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjaginya 
tindak pidan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut tersebut terinternalisasi dalam 
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
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pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak adakn terjadi kajahatan. Jadi dalam usaha pre-
entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara 
pencegah ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadi 
kejahatan.
Contohnya : ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas 
menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu 
lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti singapura, sydney, kota 
besar lainnya di dunia, jadi dalam upaya pre-entif faktor NIAT tidak 
terjadi.
2) Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-entif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Solusi 
preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah 
kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung 
menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung 
tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi 
yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian 
bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi 
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pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan 
dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan 
serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau 
pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi 
tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerena rasa 
takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik 
atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.
Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham 
(2006:307) bahwa yang mengemukakan bahwa “Tujuan hukuman 
adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat 
memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat 
kejahatan”.
Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana 
masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan 
kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang 
berganti-ganti dari tahun ke tahun. Segala daya upaya dalam 
menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau menguranagi 
meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat 
kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan 
dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan 
yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus 
diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang 
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menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan 
dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi 
masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu 
menjadi tugas dari setiap kita, karena kita adaIah bagian dari 
masyarakat.
Contohnya : ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan 
itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat 
tidak terjadi kejahatan, jadi dalam upaya preventif KESEMPATAN di 
tutup.
3) Represif 
Upaya ini dilakukan telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 





     Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya 
di Kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, dengan dasar petimbangan 
bahwa di lokasi tersebut sering terjadi tindak pidana pencurian alat-alat 
pertanian, khususnya mesin traktor, Lembaga Pemasyarakatan Sidenreng 
Rappang dan kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga 
penulis mudah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 
sehubungan dengan masalah yang diteliti. 
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber 
data atau melalui penelitian di lapangan dalam hal ini data yang diperoleh 
dari pelaku kejahatan pencurian mesin traktor di kabupaten Sidenreng 
Rappang.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian 
kepustakaan dan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya 
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ilmiah, artikel-artikel dan juga dari internet yang ada hubungannya dengan 
masalah pencurian serta data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 
tempat penelitian penulis yang telah tersedia.
     Sumber data dalam penelitian ini yaitu :
a. Sumber Data Primer
Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari 
sumber data di lapangan (Kantor Kepolisian, Lembaga 
Permasyarakatan dan Pengadilan Negeri).
b. Sumber Data Sekunder
Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum 
primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur 
yang relevan dengan objek penelitian.
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain:
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat 
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
                  Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang 
digunakan adalah:
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum sekunder yang 
digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, 
diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, 
data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku 
kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat 
menunjang penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
     Dalam rangka tindak lanjut perolehan data sebagaimana yang diharapkan, 
maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan 
cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Kepolisian, pejabat 
Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Sidenreng Rappang serta para warga 
binaan kasus pencurian mesin traktor, dan pegawai di Pengadilan Negeri 
Sidenreng Rappang, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-
buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.
4. Teknik Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis kualitatif adalah mendeskripsikan data yang diperoleh 
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itu dengan menjelaskan apa adanya sesuai dengan permasalahan. 
Sedangkan analisis kuantitatif adalah menggunakan distribusi frekuensi 
atau persentase dengan rumus : 
  Analisis :  
      P             =    f / n  x  100
      P           = Persentase
      f            = Frekuensi
      n             = Jumlah Responden
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Data dan Perkembangan Kasus Pencurian Mesin Traktor di 
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tindakan kejahatan khususnya pencurian alat pertanian berupa mesin 
traktor  sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang sering terjadi 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan 
masyarakat sidenreng rappang bermata pencariannya itu bertani dan
semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tanpa 
mempertimbangkan akibat hukumnya.
Berikut penulis memaparkan data pencurian mesin traktor di 
Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari data jumlah kasus yang 
dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis 
dapatkan dari hasil penelitian di kantor Polisi Resort (POLRES) Sidenreng 
Rappang  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1
Jumlah Kasus Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2009-2012 yang dilaporkan dan kasus yang selesai
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           Sumber Data : Polres Sidenreng Rappang  tahun 2013
Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian mesin traktor di 
Kabupaten Sidenreng Rappang  yang dilaporkan dan kasus yang selesai, 
selama 4 tahun terakhir cenderung tidak mengalami peningkatan secara 
signifikan. Jumlah kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan tidak jauh 
berbeda  sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Dalam hal ini penulis 
dapat menjabarkan bahwa pada tahun 2009 sebanyak 41 kasus yang 
dilaporkan dan yang diselesaikan sebanyak 21 kasus atau sekitar 8.61 %, 
pada tahun 2010 sebanyak 46 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 23 
kasus atau sekitar 10,58 %, pada tahun 2011 sebanyak 31 kasus yang 
dilaporkan dan yang diselesaikan 23 kasus atau sekitar 7,13 %, pada tahun 
2012 sebanyak 38 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 19 kasus 
atau hanya sekitar 6.65 %. Dapat dilihat dari data di atas bahwa empat tahun 
terakhir  antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan 





















Jumlah 153 86 100%
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tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Dengan 
kata lain bahwa kasus yang diselesaikan tidak ada yang mencapai 30% dari 
jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya. 
Menurut Ajun Komisaris Polisi Tri Hambodo, S.H sebagai Kasat 
Reskrim Polres Sidenrang Rappang, yang penulis wawancarai (wawancara 
16 April  2014) mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang membuat 
beberapa kasus pencurian mesin traktor  yang dilaporkan tidak dapat 
terselesaikan, diantaranya:
a. Alat bukti tidak mencukupi.
b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
c. Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai.
Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam 
menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu 
instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian sangat 
diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan 
guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian mesin traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang..
     Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 20 narapidana 
terkait dengan latar belakang pelaku pencurian alat-alat pertanian khususnya 
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mesin traktor  di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu  usia, tingkat 
pendidikan dan  pekerjaan pelaku.
Tabel 2
Usia Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenteng Rappang 
Tahun 2009-2012


















      Sumber data : Lembaga Permasyarakatan Sidenreng Rappang 2013
     Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan 
pencurian mesin traktor adalah pelaku yang berumur antara 30-40 tahun, 
yaitu sebanyak  35% dari jumlah responden. Hal ini disebabkan karena pada 
usia yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, 
perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga 
mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan 
seperti pencurian mesin traktor. Sedangkan pelaku pencurian pada usia 
antara 14-19 tahun sebanyak 5 orang atau sekitar 25% dan usia 20-29 tahun 
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sebanyak 6 orang serta usia 41 tahun keatas hanya 2 orang atau hanya 10%  
dari keseluruhan jumlah rersponden.
     Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia 
selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani 
maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan 
kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya 
dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa 
pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan 
perkembangannya masing-masing.
     Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan 
umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang 
negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan 
maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak 
tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara 
berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum 
matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang 
menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi 
belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan 
yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya 
sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi 
maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan 
pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan 
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pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian 
bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk menjual mesin traktor 
tersebut guna memperoleh uang.
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Mesin Traktor di 
Kabupaten Sidenreng Rappang 
     Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai 
maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-
pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.
     Untuk masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang status sosial 
seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, 
pendidikan, lingkungan,  dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini 
ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, 
dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin 
membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan 
lingkungan sekitarnya sehingga simiskin berada pada kelasnya sendiri yang 
hidupnya tambah serba kekurangan.
     Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian yang penulis 
lakukan, maka teori yang sesuai dengan terjadinya tindak kejahatan 
pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah teori anomie dan 
penyimpangan budaya yang memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan 
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sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
Teori yang berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling 
berhubungan. Masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu 
nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai 
budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang 
kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) 
untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju 
dan lain-lain, maka  menjadikan frustasi dan beralih menggunakan sarana-
sarana yang tidak sah (illegitimate means) sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh pelaku pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidentrng Rappang akibat 
adanya rasa frustasi akan keadaan ekonomi yang kekurangan, yang tidak 
memiliki pendapatan cukup serta tidak memiliki pekerjaan yang dapat 
menunjang kelangsungan kehidupan keluarganya sehingga memicu untuk 
melakukan pencurian.
     Sebelum kita mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pencurian 
mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis terlebih dahulu 
memaparkan latar belakang atau status sosial pelaku pencurian. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengadakan wawancara 
dengan pelaku pencurian mesin traktor serta para penyidik pencurian mesin 
traktor tersebut. Dan menurut hasil wawancara yang saya dapat faktor pelaku 
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pencurian adalah tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan usia pelaku 
pencurian.
a. Faktor Ekonomi Pelaku
     Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan 
manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah 
yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana 
pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, 
atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang 
menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang 
maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka 
sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.
     Rasa tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya yang menyebakan 
ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari keluarganya. karena itu, maka seorang pelaku dapat 
termotivasi untuk melakukan pencurian.
     Faktor-faktor tersebutlah yang penulis kemukakan karena sesuai dengan 
hasil wawancara penulis mengenai keadaan pekerjaan beberapa narapidana 
kasus pencurian mesin traktor di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten 
Sidenreng Rappang.
Tabel 3
Tingkat Pekerjaan Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012
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Sumber Data : Lembaga Permasyarakatan klas I Sidenreng Rappang 2013
     Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pekerjaan pelaku pencurian mesin 
traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling banyak adalah yang 
sebagai pekerja tetap sebanyak 5 orang atau sekitar 25% dari jumlah 
responden, bekerja paruh waktu, dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan tetap 
atau melakukan pekerjaan apa saja atau bekerja serabutan sebanyak  7 
orang atau sekitar 35%, sedangkan pelaku yang paling banyak jumlahnya 
adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran sebanyak 8 
orang atau 40% dari jumlah responden. Ini bearti bahwa pelaku pencurian 
mesin traktor didominasi oleh pengangguran. Keadaan tidak memiliki 
pekerjaan inilah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian dengan 
alasan untuk memperoleh nilai uang dari hasil barang curiannya dengan cara 
menjual barang tersebut. 
     Data tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan pihak penyidik 
kepolisian Resort Sidenreng Rappang yang menatakan bahwa faktor 
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penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng 
Rappang adalah faktor ekonomi, sehingga pelaku yang didominasi oleh 
mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena terdesak oleh kebutuhan 
ekonomi sehari-hari yang realtif sangat kekurangan sedangkan setiap 
tahunnya  perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan 
kerja yang tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
     Salah seorang narapidana yang dulunya bertani di ladang milik orang lain. 
Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan Sekolah Dasar tidak 
berhasil mendapatkan pekerjaan baru lagi, sehingga untuk membiayai 
keluarganya ia terpaksa melakukan pencurian mesin traktor  untuk pertama 
kalinya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya .
b. Faktor Pendidikan Pelaku
     Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh 
terhadap terjadinya pencurian mesin traktor, dimana tingkat pendidikan 
pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 
berikut ini:
          
Tabel 4
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012
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      Sumber Data : Lembaga Permasyarakatan Klas I Sidenreng Rappang 
2013
     Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh 
terhadap pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, 
sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian yang berpendidikan rendah 
sebanyak 13 orang atau 65% yang tamat Sekolah Dasar, yang berpendidikan 
Sekolah Menengah Pertama sebanyak 5 orang atau 20% dan yang 
berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat 
menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa 
dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif, kuramg keterampiulan sehingga 
tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-
tindakan kejahatan utamanya pencurian.. Dengan pendidikan yang minim 
pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga 
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pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang 
kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.
     Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan 
mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis 
batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang 
berpendidikan sangat rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku 
karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian 
mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya adalah 
pelaku yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau menganggur.. Hal itu 
disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas 
dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.
     Bekal pendidikan yang cukup dapat memungkinan dapat mencegah 
tingkah laku kejahatan karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting 
disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga 
Permasyarakatan Kabupaten Sidenreng Rappang bagian pembinaan 
mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian mesin traktor yang ada 
dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam  
pendidikan minim (rendah) serta pengangguran.
     Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat 
merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang 
jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang 
dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan 
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sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian, khususnya 
pencurian mesin traktor.
c. Faktor Lingkungan Pelaku
     Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan 
suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah 
laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan 
lingkungan masyarakat itu sendiri.
     Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu 
penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng 
Rappang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus 
memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat 
pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 
beberapa pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah 
Umum yang menjadi pelaku pencurian mesin traktor. Oleh karena faktor 
kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk 
melakukan tindakan kejahatan yaitu pemcurian mesin traktor.
      Untuk mengetahui fakror penyebab terjadinya delik pencurian mesin 
traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis melakukan penelitian 
dengan menyebarkan angket kepada 30 orang responden yang terdiri dari 
beberapa pihak yaitu pelaku pencurian,  korban pencurian, dalam hal ini 
petani sebagai pemilik mesin traktor yang penulis temui di beberapa tempat 
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di Kabupaten  Sidenreng Rappang. Hasil dari jawaban atas angket tetsebut 
dapat kita lihat pada tabel berikut  ini :
Tabel 5
Faktor penyebab Terjadinya Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang Tahun 2009-2012















Sumber Data :  Olah  Angket  2013
     Tabel 5 menunjukkan bahwa faktor yang paling memepengaruhi 
terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 
faktor kemiskinan, sebanyak  tingkat pekerjaan pelaku pencurian mesin 
traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling banyak adalah yang 
sebagai pekerja tetap sebanyak 5 orang atau sekitar 25% dari jumlah 
responden, bekerja paruh waktu, dalam hal ini tidak memiliki pekerjaan tetap 
atau melakukan pekerjaan apa saja atau bekerja serabutan sebanyak  7 
orang atau sekitar 35%, sedangkan pelaku yang paling banyak jumlahnya 
adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran sebanyak 8 
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orang atau 40% dari jumlah responden. Ini bearti bahwa pelaku pencurian 
mesin traktor didominasi oleh pengangguran. Keadaan tidak memiliki 
pekerjaan inilah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian dengan 
alasan untuk memperoleh nilai uang dari hasil barang curiannya dengan cara 
menjual barang tersebut. 
     Data tersebut diatas juga didukung oleh pernyataan pihak penyidik 
kepolisian Resort Sidenreng Rappang yang menatakan bahwa faktor 
penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng 
Rappang adalah faktor ekonomi, sehingga pelaku yang didominasi oleh 
mereka yang tidak memiliki pekerjaan karena terdesak oleh kebutuhan 
ekonomi sehari-hari yang realtif sangat kekurangan sedangkan setiap 
tahunnya  perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan 
kerja yang tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten 
Sidenreng Rappang
Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan bersama oleh 
pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah 
dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif 
untuk mengatasi masalah pencurian tersebut. Upaya yang dilakukan harus 
bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula 
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lingkungan dimana pelaku kejahata/pencurian tersebut hidup dan 
bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur 
dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari 
lingkungannya.
Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan 
mengurangi kasus pencurian mesin traktor serta peningkatan penyelesaian 
perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk 
preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan 
kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian mesin traktor dipandang dari sudut 
manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih 
jika akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat merugikan masyarakat. 
Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian mesin traktor ini 
mungkin tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, sebab selama masih ada 
manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang 
berbeda, maka selama itu pula masih ada kejahatan pencurian, kapanpun 
dan dimanapun.
Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk 
mengurangi tindakan pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga 
memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab 
terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu 
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berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi 
kejahatan sebagian besar merupakan tanggung jawab kepolisian Republik 
Indonesia (POLRI) serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. 
Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto (1987:42-43) menegaskan bahwa untuk 
menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat 
kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan 
lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan 
dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan 
pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka 
penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan 
hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; 
penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; 
pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi 
atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta 
melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi 
keseluruhan pelaksanaan operasi  serta penyiapan bahan-bahan 
laporan akhir tugas.
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Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna 
melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam 
petunjuk pelaksanaan sistem operasional kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI) dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan 
pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan 
fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.
a. Upaya Preventif
Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk 
mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-
usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya 
diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.
Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap 
turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan 
dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut 
bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian mesin traktor itu 
adalah pemerintah dan masyarakat.
Menurut penyidik pada kantor kepolisian Resort Sidenreng Rappang
dalam wawancara pada tanggal 15 April 2014, tentang upaya-upaya 
penanggulangan kejahatan pencurian alat-alat pertanian, khususnya mesin 
traktor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut: 
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1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling 
menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari 
hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana 
pencurian khususnya pencurian mesin traktor.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak 
pidana pencurian mesin traktor dihimbau agar segera melaporkan 
kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik alat-alat 
pertaniaan mesin traktor) supaya memberikan suatu alat 
pengaman pada mesin traktor dan atau menyimpannya ditempat 
yang lebih aman dari tindakan pencurian) misalnya deangan 
memasang alarm pada mesin traktor.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat 
agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan 
masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat 
dijalankan oleh masyarakat dengan sungguh-sungguh.
b. Upaya Represif
Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang 
pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku 
pencurian mesin traktor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan 
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dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan 
lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku 
pencurian mesin traktor tersebut  tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek 
jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.
Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku 
pencurian mesin traktor, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan 
hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan 
penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula apabila terbukti 
melakukan kejahatan pencurian mesin traktor, maka akan diadakan proses 
dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila 
terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa 
pidananya, mereka kemudian diberikan  pembinaan yang dilakukan oleh 
lembaga permasyarakatan, seperti:
1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah 
dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing 






     Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, 
maka penulis dapat menyimpulkan :
1. Faktor penyebab terjadinya pencurian mesin traktor di kabupaten 
sidenreng rappang status sosial seseorang itu ditentukan oleh 
banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan,  dan 
lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh 
stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana 
adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin 
membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa 
memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga simiskin berada 
pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah serba kekurangan.
2. Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah 
dan mengurangi kasus pencurian mesin traktor serta peningkatan 
penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih 
diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan 
operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan 
pencurian mesin traktor dipandang dari sudut manapun harus 
diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih jika 
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akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat merugikan 
masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian 
mesin traktor ini mungkin tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, 
sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang 
mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula 
masih ada kejahatan pencurian, kapanpun dan dimanapun.
Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pencurian 
mesin traktor adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif 
yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi 
sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam 
masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya 
represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan ketenangan dan 
ketenteraman masyarakat yang  terganggu.
4.2. Saran
     Dari kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai 
berikut 
1. Dalam rangka upaya penegakan hukum khususnya bagi pelaku 
pencurian mesin traktor, disarankan semua kasus yang dilaporkan 
kepada pihak kepolisian agar diselesaikan sampai pada proses 
persidangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta 
memberikan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi 
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lagi perbuatannya, dengan kata lain agar pemnebrian sanksi yang 
berat itu menimbulkan efek jera bagi pelaku pencurian mesin 
traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Disarankan agar pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi 
masyarakat yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki 
pekerjaan sehingga tidak lagi memicu terjadinya pencurian karena 
faktor rendahnya ekonomi, tingkat pendidikan yang kurang serta 
memberikan penyuluhan hukum disetiap lingkungan masyarakat 
yang rawan tindak kejahatan, yang mana hal ini menjadi penyebab 
terjadinya pencurian mesin traktor di Kabupaten Sidenreng 
Rappang.
3. Kepada pihak kepolisian agar lebih meningkatkan upaya 
penanggulangan pada setiap tindakan kejahatan pencurian yang 
terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
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